
B{I'PATI KATTruGAflI

PERATURAN ts!,JPATT KAT]TNGAN
f{]omor c Tahun ZOOT

TENTATIG ,!

TATA KEARSIPAN
DI I-INGKU NGAN IPEM E RINTAH KAtsU PATE N KATI NGAN

Menimbiang

Mengingat

BUPATI KATIruGAT{

: a. bahwa sebagai pedornan dan kepastian dalam
rangka pengaturan kearsipan pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan perlu trta kearsipan;

b, barhwa untuk nraksud huruf a diatas perlu
dilletapkan dengan peraturan Bupati Katingan

: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupatei
Selruyan, Kabupaten Srukamara, lGbupaten
Lamandau, Kaburpaten Gunung Mas, Kabubut n
Pulang pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur cli propinsi Xaiimantan
Tengah ( Lembaran Negara llepubiik lnOoneSa
Tahun 2002 Nonror 1g -fambahan 

Lembaran
Negara l\omor 4180);

2. Undang-Undang Nonror 10 Talrun 2004 tentang
Pembentukan peratur.an perundang_UnOangail
( Lembaran NeEara Republik Indonesia taiun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Irjomor 43S9);

3. Undang-Undang llomor 32 Tahun 2004 tentang
Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiil
Inidsns5l, Tahun 2004 Nomor LZt Tambahan

- Lembaran Negara Nomor aa3l;
4. Llndang-Undang uomor 33 finun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan an[,ara pemerintah pusat
dan pemerintah Daerah (Lernbaran Hf.gu;
Republik Indonesia Tahun 2004 ruomor i26
Tarnbahan Lembarun Negar,il Nonror 443g);



Menetapkan

5. Pr:raturan Pemerintah trJomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan pemerinhh dan
Kewenangan Propinsi sebaEai Daerah Ctonom
(I"-embaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 54
Tahun 2000 Tambahan l_embaran NeEara Nomor
3es2);

6, Peraturan Pemerintah ftomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lernbaran
N,egara Republik Indonesia Nomor l.4O Tahun
2005 Tambahan Lenibarcn !\egara Nomor 4578);

7. Pt+raturan Menteri Dal;rm Niegeri Nomor 3Tahun
2CI05 tentang Pedoman l'ata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah [Gbupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

TATII. KEAR.SIPAN IPEPIER'INTAH KABIJPATEN
KAT]I!{GAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati Katinillan ini yang dimaksud
deng,an :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah
adalah kesaiuan masy,iarakat hukum yang
rnempunyai batas-batas wilayah tertentu yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat
:;etempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
,crspircsi masyarakat d;rlam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonersia;
Pemerintah Daerah adalalr Bupati Katingan dan
Perangkat Daerah sebagaii unsur penyelenggara
pemerintah daerah;
Bupati adalah Bupati Katingan;
Dewan perwakilan Rakyat. Daerah selanjutnya di
singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten tGtingan;
Siekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
lKabupaten Katingan;
lPerangkat Daeralr adalair Sekretariat Daerah,
lliekretariat DPR.D, Dinas Daerah, Lernbaga-feknis 

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

2.

3.
4.

5.

6.
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7. l5atuan Kerja perangkart Daerah Kabupaten
Katingan selanjutnya dlsingkat SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Se{<retiriat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan;
Kecamatan adalah Wilayerh Kery'a Carnat sebagai
Ferangkat Daerah Kalruparten Katingan;
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai
Perangkat kecamatan;
Arsip adalah naskah *naskah dinas yang dibuat
dan diterima oleh sernua SKPD dalam lingkunEan
Femerintah Kabupaten Katingan;
Arsip Dinamis adalah arsip yang masih
digunakan dalam penyelenggaraan tugas;
Arsip Aktif adalah arsip yang masih digunakan
secara langsunE dalam proses pelaksaaan tugas;
Arsip In Akt,f adalah arsip yang tidak lagi
dipergunakan dalam pelaksanaan tuEas;
Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi
dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan
disimpan sebagai arsip instansi yang
menguasainya untuk kenrudian dlsimpan pad
arsip nasionai atau arsip daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

BAB II

KE BIJAKAN KEAI1S lpAt't

Pasal 2

10.

B,

a,

1i.

12.

13.

14.

(1) Tata Kearsipan f:'emerintah Daerah menqanut agas sentralisasi
dalam kebijakan cran desentarrisasi daram p,eraksanaan;

(2) sentralisasi daranr kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 1 adarah
dilakukan oreh r3upati KatinEan sedanokan desentrarisasi di
laksanakan oleh SKpD.

Pasal 3

(1) Bupau Katingan menetapkan pengatura, tentang organisasi,penyelanggaraan, pora krasifikasi kearsipan dan penlusutan arsip
sesuai dengan pemturan perundang_undan,;tan yang berlaku;

(2) Bupati Katingan nnenyelenggarakan pernbinaan kearsipan meliprtipenyempurnaan dan pengembangan sistern, pembinaan tenaga,
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standarisasi peranabn dan pengawasan peiaksanaan kear$pan di
Lingkungan Pemelrintah Kabupaten Katingan;

(3) Masing-masing llatuan Kerja perangk;rt Daerah melakukan
kegiatan teknis kearsipan yang rneliputi pencatatan, pengendalian,
penyimpanan, penyerahan, peminclahan, penyusutan,
pemusnahan dan pemeliharaan.

BAB III

ORGANISASI KEARSIPAI\

Pasal 4

satuan Kerla peranglkat Daerah menyelengEarakan Tata Kearsipan
daxam lingkungan pernerintah Kabupaten KatinEan adalah ,erupa'kan
unit-unit kearsipan s€$uii dengan susunan org;inisasi yang ditetapkan
Menteri Daiam Negeri"

BAB IV

PENYETANGGARMN TATA KEAR.IJIPAN

Pasal 5

(1) Tata kearsipan clilaksanakan clenEan rnenggunakan kaftu kendali
sebagai sarana pengendallan, pola klasrtfikasi sebagai sarana
penetapan arsip dan jadual retansi sarana penyusutan.

(2) Ketentuan penyelenggaraan tata kearsipan pmerintah
sebagaimana dirnakud ayat (1) diatur dalam lampiran peraturan
ini.

Pasal 6

(1) Arsip dinamis nrerupakan dokumen yanE bersifat rahasfla bagi
pihak yang tidak berkepentingan;

(2) Penyimpanan ansip sebagaimarra dimak'ud pada ayat J. pasar 6
dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan satuan organisasi
pemerintah;

(3) Pejabat yang 
_wajib menjaga dan menilamankan setiap arsipyang ada di sr(PD masing-masing adar;lh Kepala Bagian Tata

Usaha;

(4) Arsip statis diserahkan kepada arsip nas,;ronal dan arsip daerah
sesuai dengan l,ietentuan yang berlaku;
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(5) Penyusutan arsip meliputi pemindaliran, penyerahan dan
pemusnahan diiiatur oleh Btipati sesuai clengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing satuan organisasi perangkat Daerah
menyelenggaralon bta kearsipan, mengatur dan mengawasi
tenaga kearsiparn agar dapat berdaya guna dan berhasil g[na;

(2) Kepala Daerah meraksanakan penrbinaan, bimbingan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kearsipan semua sKpD
di Lingkungan Fremerintah kabupaLen Katingan.

BAB IV

POLA KLASIFIKASI

Pasal 10

Klasifikasi kearsipan pemerinLalr Kabupatan Katingan mengikuti
pola klasifikasi Departemen Dalanr Negeri ;

Klasifikasi sebar;laimana dimaksud ayat :L disusun berdasarkan
rnasalah yang nnencerminkan fungsi darr kegiatan pelakanaan
tugas dalam penyerengga*an urusan pemerintahan umurn,
tugas pembantr.ran dan otonomi daerah diberikan kode angka
arab, diperinci secara desirnal dengan mempergunakan tiga
angka. dasar, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan
nama komponen.

Pola klasifikasi kearsipan pemerintah Kabupaten Katingan
selanjutnya lebih rinci dalam lampiranr peraturan ini yang
nnerupakan bagiian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
Katingan,

(1)

(2)

(3)

BAB V

IGTENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Ketentuan-ketenLuan yang nrengatur kearsipan yang bersifatkekhususan ti{cak diatur daram peraturan ini, diatur sendiri
sesuai dengan ketentuan yang berfiaku;
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(2) Dengan ditetaprkannya peraturan BupaLi Katingan ini, maka
seEala ketentuan yang bertentangan denqan peraturan Bupati ini
dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal tZ

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal pengr..rndangannya,

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalanr Brerita Daerah Kabupaten
Kaltingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,2 Mei 7007

tsUPIITI KATINGAN
n
v

tj,L-,

DUIWEL RAWING

Diundiangkan di di Kasongan
pada bnggal, 2 Mei 2007

SEKRETARIS DAEII.AH
KABUPATEN KATII,{GAN

nr. Gatin Rangkai
F'embina Utama Ntuda

NIP, 080 063 3i:f9

li it;. t,i. D r\
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